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PENERIMAAN PAJAK

Transaksi Aset Kripto Sumbang Pajak
Rp798,84 Miliar dalam 2,5 Tahun

Redaksi DDTCNews
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JAKARTA, DDTCNews - Volume transaksi aset kripto di Tanah Air terus
meningkat. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, total nilai transaksi aset kripto
mencapai Rp344,09 triliun, naik 353,94% jika dibandingkan periode yang sama
tahun lalu.

Jumilah pelanggan aset kripto juga terus naik. Hingga Juli 2024, jumlah
pelanggan aset kripto mencapai 20,59 juta pelanggan. Sementara nilai pajak
aset kripto pada Semester /2024 tercatat Rp331,56 miliar.

"Sehingga total pajak dari transaksi aset kripto pada Januari 2022 sampai
dengan Juni 2024 mencapai Rp798,84 miliar,” kata Sekretaris Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Olvy Andrianita,
dikutip pada Selasa (27/8/2024)

Baca Juga: Pengawasan Asel Kriplo Bakal Pindah ke OJK pada Tahun Depan

Sebagai informasi, pajak atas transaksi aset kripto meliputi PPh dan PPN mulai
dipungut pada 1 Mei 2022. Ketentuan pengenaan pajak atas transaksi asat
kripto tersebut diatur dalam Paraturan | i keuangan (PMK) No. 68/2022.

Beleid tersabut mengatur PPh Pasal 22 yang bersitat final dipungut atas
transaksi aset kripto. Apabila perdagangan aset kripto dilakukan

melalui exchanger yang terdaftar Bappebti, PPh Pasal 22 final yang dikenakan
sebesar 0,1%.

Jika perdagangan dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di
Bappebti, tarif PPh Pasal 22 final yang dikenakan atas transaksi tersebut
sebesar 0,2%.

Baca Juga: Transaksi Kriplo Juni 2024 Tembus Rp40,83 Triliun, Naik 350 Persen!

Di sisi lain, panyerahan aset kripto melalui exchanger yang terdaftar Bappabti
juga dikenai PPN sebesar 1% dari tarif umum atau sebesar 0,11%. Apabila
penyerahan dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif
PPN yang dikenakan sebesar 0,22%.

Saat ini terdapat 13 perusahaan calon exchanger atau pedagang fisik aset
kripto (CPFAK) yang sudah memperoleh surat persetujuan anggota bursa
(SPAB). Yang terbaru, ada dua perusshaan mendapat persetujuan untuk
menjadi pedagang fisik aset kripto, yakni PINTU dan Pluang.

Penetapan CPFAK menjadi PFAK melalui serangkaian seleksi, terutama melihat
aspek keamanan, transaksi, dan transparani.

Baca Juga: Harga Referens| Mengual, Tarif Bea Keluar CPO Telap US$33 per Ton

Sejumiah persyaratan yang perlu dipenuhi perusahaan untuk menjadi PFAK,
antara lain harus bersartifikat 1ISO 27001 dan sistem teknologi yang dipakai
harus terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika

Salain itu, perusahaan juga harus mamiliki pegawai bersertifikat Certified
Information System Security Professional (CISSP), serta terdaftar sebagai
anggota bursa dan lambaga kliring berjangka. (sap}
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